


Menetapkan :

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengganti Undang-
Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 960);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1295);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022
Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam
Wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 53).

12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2021
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2021 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 75 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 76);

14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2022
tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2023.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

L.
2.

$o

10.

11.

12,

Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Bengkalis.
Camat adalah Camat di Kabupaten Bengkalis.
Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bengkalis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.
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Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program
dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan
daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan
DD.

Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal,
yang bersifat produktif dengan mengutamakan
pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi
lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan,
mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya
disingkat BLT DD adalah kegiatan pemberian bantuan
langsung berupa dana tunai yang bersumber dari DD
kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang
disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut
BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa
dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha,
memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau
menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
Desa tersebut.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD
adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah
Desa yang menampung seluruh penerimaaan Desa dan
untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank
yang ditetapkan.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertangungjawaban
keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok
kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah
desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan
APB Desa.
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Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan
Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah
desa di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen
perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP
Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan
keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian
kekuasaan PKPKD;

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak
perlu dikembalikan oleh Desa;

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diterima kembali oleh Desa;

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Hari adalah hari kerja.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa

Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman penyusunan APBDesa Tahun
Anggaran 2023, meliputi:

a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan
kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten,






LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 110 Tahun 2023
TANGGAL : %@ Jasnuari 202%

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2023.

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN

PEMERINTAH, PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH
PROVINSI.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM
Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program

prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun
berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga
kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang
dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai
sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel
dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/local wissdom.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di
desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan,
melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan
kewenangan dan berbasis lokal desa.

Arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu:

a. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Pada tahun 2024 (kemiskinan ekstrem) bisa mencapai 0-1 persen,
artinya tahun 2023 harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari
2,5-3 juta penduduk

b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal
Kesehatan dan Pendidikan

c. Penanggulangan Pengangguran yang disertai Peningkatan Decent
Job

d. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha

Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan dalam rangka
mendorong produktivitas

f. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon terhadap
Perubahan Iklim)

g. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar : Air Bersih dan
Sanitasi Indonesia akan mencapai net-zero emission pada tahun
2060, jadi pembangunan rendah karbon dan dalam hal ini transisi
energi menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim

h. Pengembangan Ibukota Nusantara.




Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023
merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan Tahun 2022.
Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023
diarahkan pada penyelesaian dan penuntasan program pembangunan
daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah,
serta program unggulan daerah, yang diselaraskan dengan kebijakan
nasional seperti RPJMN, pencapaian SPM dan SDG's.

Memperhatikan hal tersebut maka kebijakan pembangunan daerah
Kabupaten Bengkalis tahun 2023 diarahkan pada "Perwujudan
Masyarakat Kabupaten Bengkalis Yang Semakin Sejahtera Dan
Berdikari" yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2023 dan
fokusnya sebagai berikut:

a. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara
berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan
keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;

b. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan
pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan
penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);

c. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia
menuju SDM berdaya saing;

d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,

kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan
fiskal daerah;

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis pada
tahun 2023 ditujukan untuk “Pemantapan daya saing ekonomi dan
penguatan infrastruktur, Keberlanjutan lingkungan hidup dan
ketahanan bencana. Adapun kebijakan prioritas daerah tahun kedua
ini diarahkan untuk :

a. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan
mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan
berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional,

b. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada
menghubungkan pada jejaring sumber daya,

c. Pelayanan Pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berbudaya
unggul untuk semua sepanjang hayat;

d. Pelayanan kesehatan unggul, peningkatan sarana prasarana rumah
sakit dan puskesmas, habituasi masyarakat berbudaya sehat:
perintisan wellness tourism dan sport tourism yaitu wisata minat
khusus yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh wisatawan;

e. Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia
usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan;

f. Pengembangan produk unggulan dan potensial yang ada di
masyarakat;

g. Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan;

h. Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama
regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan
badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat;
dan




